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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pajak daerah dan retribusi 

daerah di Indonesia sebelum dan selama COVID-19. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-

2020. Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan penerimaan pajak daerah  pada tingkat provinsi pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terdapat perbedaan 

signifikan sebelum dan selama COVID-19. Kemudian pajak kendaraan bermotor, 

bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok tidak ada perbedaan 

signifikan. Pada pajak tingkat kabupaten dan kota pajak hiburan terdapat 

perbedaan. Namun, pajak hotel memiliki varians signifikan dan uji beda yang tidak 

signifikan karena beberapa daerah yang ada di Indonesia memiliki jumlah hotel 

yang tidak banyak. Selanjutnya untuk penerimaan retribusi daerah provinsi 

kabupaten dan kota pada retribusi jasa usaha terdapat perbedaan signifikan sebelum 

dan selama COVID-19. Pada retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu 

tidak ada perbedaan signifikan sebelum dan selama COVID-19. 

 

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, COVID-19 
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ABSTRACT 

This study aims to explain the differences in local taxes and levies in Indonesia 

before and during COVID-19. The data used in this study are secondary data from 

the Regional Government Financial Statements (LKPD) of all provinces and 

districts / cities in Indonesia in 2018-2020. Data collection uses quantitative 

descriptive methods. The results showed that local tax revenue at the provincial 

level of motor vehicle fuel tax and surface water tax had significant differences 

before and during COVID-19. Then motor vehicle tax, motor vehicle title transfer 

duty and cigarette tax have no significant difference. At the district and city level 

taxes, there is a difference in entertainment tax. However, hotel tax has a significant 

variance and an insignificant difference test because some regions in Indonesia 

have a small number of hotels. Furthermore, for district and city provincial levy 

revenues on business service levies, there are significant differences before and 

during COVID-19. In general service levies and certain license levies there is no 

significant difference before and during COVID-19. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang mana memiliki pulau 

jumlah terdiri dari 17.001 pulau menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 

2024 (BPS 2024). Sebagai negara dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, 

setiap daerah merencanakan dan mengelola urusan sesuai aturan yang ditentukan, 

dengan tujuan agar setiap kebijakan yang diambil berjalan tepat sasaran, serta 

menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pemerintahan. Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi di mana setiap wilayah 

administratif dibagi menjadi provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan 

efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan di setiap daerah. 

Setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola atas sumber daya dan 

potensinya sendiri sebagai bagian dari otonomi daerah, termasuk kemampuan untuk 

memungut dan mengumpulkan pajak daerah. Dua jenis pungutan yang 

dilaksanakan pemerintah daerah sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna 

mendanai pembangunan daerah dan operasi pemerintahan adalah pajak dan 

retribusi daerah. Efisiensi operasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan 

pertumbuhan sektor ekonomi masing-masing daerah sangat terbantu adanya pajak 

dan retribusi. 

Pajak daerah mencakup jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat 

dan badan usaha yang beroperasi di suatu daerah, seperti Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
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serta Pajak Air Tanah. Sedangkan, retribusi daerah dikenakan atas layanan tertentu 

yang disediakan oleh pemerintah daerah yang mana terdiri dari retribusi pasar, 

retribusi parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Kedua jenis 

pungutan ini berfungsi untuk mendukung pembiayaan berbagai program daerah, 

mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, hingga 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, meskipun pajak dan retribusi 

daerah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah, 

pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, seperti ketidakmerataan dalam 

pengumpulan pungutan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pengelolaan dana 

yang belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel sehingga berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Setiap daerah berhak menentukan kebijakannya sendiri dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah berwenang mengenakan pajak 

kepada penduduknya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pajak 

dan pungutan wajib lainnya merupakan contoh kewajiban yang diatur oleh undang-

undang. Salah satu pungutan yang diatur oleh pemerintah untuk mendukung 

efektivitas dan efisiensi daerah adalah pajak dan pungutan daerah. Pemerintah 

daerah memiliki optimisme bahwa otonomi daerah akan meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya. Seiring dengan harapan tersebut, ada beberapa masalah 

dan beban yang perlu diperhatikan, seperti semakin banyaknya layanan publik yang 

sangat penting bagi masyarakat dari tahun ke tahun serta meningkatnya jumlah 

penduduk dan taraf hidup. Upaya untuk mengatasi masalah dan beban tersebut 

memerlukan keterlibatan pemerintah secara terus-menerus. Peningkatan peran 
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pemerintah dalam penyelesaian masalah menyebabkan semakin besarnya dana 

yang dibutuhkan untuk belanja pemerintah dalam rangka pelayanan publik dan 

masyarakat (Halkadri 2016). 

Seiring berjalannya waktu, paradigma pembangunan nasional di Indonesia 

telah mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pembangunan 

lebih mementingkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat daripada 

mendistribusikan hasil pembangunan ke seluruh Indonesia. Namun seiring dengan 

semakin rumitnya permasalahan dari waktu ke waktu, pembangunan nasional juga 

telah berubah. Pergeseran ini menghasilkan paradigma pembangunan yang lebih 

adil, yang berupaya untuk menutup kesenjangan antara daerah dan pusat serta 

menjamin bahwa setiap daerah memperoleh manfaat yang sama dari hasil 

pertumbuhan. Kebijakan otonomi daerah menjadi krusial dalam situasi ini karena 

memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam 

mengelola sumber daya serta potensi daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan 

daerah. Di Indonesia Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya diatur dalam UU 

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan tugas politik 

dan administratif antara pemerintah pusat provinsi, serta kabupaten dan kota. 

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat memiliki keleluasaan untuk 

membuat kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat 

mempercepat proses pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. 

Namun, meskipun UU No. 22 Tahun 1999 mengatur kewenangan pemerintah 

pusat dan daerah, pada praktik implementasinya tidak selalu berjalan mulus. 

Undang-undang ini menetapkan bahwa daerah otonom tidak memiliki hubungan 

hierarkis dengan pemerintahan di atasnya. Artinya, pemerintah daerah tidak lagi 
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berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat atau provinsi, tetapi memiliki 

kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerahnya masing-

masing. Hal ini, meskipun memberikan keleluasaan, telah menciptakan ketegangan 

dalam hubungan pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Misalnya, 

banyak bupati dan wali kota yang merasa tidak perlu dibina oleh gubernur, yang 

meskipun merupakan wakil pemerintah pusat, seringkali dipandang sebagai pihak 

yang tidak berkompeten dalam menangani urusan lokal. Ketidaksepahaman dan 

ketegangan ini berpotensi mengganggu efektivitas implementasi kebijakan 

pembangunan yang seharusnya dilakukan secara terpadu dan sinergis antara 

pemerintahan pusat dan daerah. Sementara kebijakan desentralisasi yang ditetapkan 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintah daerah dalam 

menentukan arah dan prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing, 

pemerintah pusat tetap memegang kendali atas perencanaan nasional dan 

pembangunan makro. Oleh karena itu, kesulitan dalam hubungan antara pusat dan 

daerah masih perlu diatasi, meskipun perubahan paradigma pembangunan menuju 

pemerataan dan desentralisasi sangat menjanjikan untuk meningkatkan kualitas tata 

kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang lebih adil, besarnya kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah daerah harus diimbangi dengan koordinasi yang efektif antara daerah 

dan pusat. 

Bermula dari kejadian yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pandemi COVID-19 

kini telah meluas secara global melalui penularan lokal. Penyebaran virus ini sangat 

cepat, dengan negara di Asia Timur dan Pasifik, termasuk China, mengalami 

dampak besar pada perekonomiannya. Seperti yang diperkirakan oleh Bank Dunia, 
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pandemi COVID-19 diprediksi akan menghentikan laju pertumbuhan ekonomi di 

beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang sangat bergantung pada 

sektor tertentu yang terpengaruh oleh pembatasan sosial dan kegiatan ekonomi 

yang terganggu (Arianto 2021). 

Wabah COVID-19 telah berdampak besar pada perekonomian Indonesia, yang 

mempengaruhi beberapa sektor utama, termasuk ketenagakerjaan dan industri, 

menurut Kementerian Keuangan pemerintah. Daya beli masyarakat menurun akibat 

pembatasan kegiatan sosial dan komersial sebagai upaya menghentikan penyebaran 

virus. Di beberapa sektor, hal ini mengakibatkan peningkatan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Banyak perusahaan, terutama organisasi skala kecil dan menengah, 

terpaksa tutup akibat kebijakan yang diberlakukan hampir di seluruh dunia (Kraus 

et al. 2020). Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai langkah 

pembatasan sosial, termasuk pembatasan fisik dan sosial serta PSBB pada tahun 

2020 dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi 

di sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Kebijakan-

kebijakan ini diberlakukan secara bertahap mulai Maret 2020 dan berlanjut dalam 

jangka waktu yang panjang. 

Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kehidupan sosial, 

tetapi juga secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya 

mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Karena secara langsung mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan realisasi pendapatan pajak daerah, penurunan aktivitas 

ekonomi yang disebabkan oleh keterbatasan ini perlu diperhitungkan. Karena 

penurunan pendapatan perusahaan, daya beli masyarakat, dan aktivitas ekonomi, 
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pajak daerah sumber utama pendanaan bagi banyak pemerintah daerah telah turun. 

Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan inisiatif 

pembangunan daerah dan mengelola keuangan, dan kebutuhan akan bantuan sosial 

dan keuangan semakin mendesak. Mengingat meluasnya dampak epidemi COVID-

19, penting untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan sosial dan 

dampaknya terhadap ekonomi dan pemungutan pajak daerah dapat mempengaruhi 

perencanaan fiskal Indonesia dan rencana pemulihan ekonomi daerah. Dampak 

jangka panjang pandemi COVID-19 juga menjadi contoh betapa pentingnya 

kebijakan fiskal yang fleksibel dan adaptif dalam menangani krisis internasional 

seperti ini. 

Keterbatasan dalam kehidupan sosial dan bisnis, yang menurunkan daya beli 

masyarakat dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (Arianto 2021). 

Akibatnya, banyak bisnis di seluruh dunia harus menutup operasinya (Kraus et al. 

2020). Hal ini mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar berupa social 

distancing & physical distancing. Dampaknya terhadap tujuan dan realisasi 

pendapatan pajak daerah, pengurangan aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh 

pembatasan ini. 

Sistem kesehatan, ekonomi, dan sosial telah terdampak parah oleh epidemi 

COVID-19. Daerah dan wilayah tidak terdampak secara merata oleh krisis di 

seluruh negeri. Operasi penanggulangan harian menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah dan lokal, sedangkan manajemen krisis menjadi tanggung jawab 

pemerintah federal. Bergantung pada seberapa cepat virus dapat diberantas, 

seberapa keras pemerintah bekerja untuk menanggulanginya, dan seberapa banyak 

bantuan keuangan yang diberikan selama dan setelah wabah, dampaknya akan 
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bervariasi (Oktavia et al. 2023).  Mereka juga bertugas menjamin layanan sosial 

dan kesehatan, serta mendorong investasi publik dan perluasan ekonomi. 

Perekonomian global telah terpengaruh oleh wabah COVID-19, khususnya di 

Indonesia (Chairani 2020). Banyak restoran, hotel, tempat hiburan, mal, dan pusat 

perbelanjaan yang terpaksa tutup akibat PSBB, salah satu inisiatif pemerintah untuk 

membendung penyebaran COVID-19. Namun, pajak provinsi kabupaten dan kota 

merupakan sumber pendanaan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam menegakkan pajak, salah satu cara utama negara untuk memperoleh 

pendapatan, maka diperhatikan unsur keadilan serta tingkat daya saing 

perekonomian yang ada (Ilanoputri 2020). Upaya pemerintah dalam menekan 

penyebaran COVID-19 atau yang dikenal dengan PSBB, berdampak pada 

penurunan penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber PAD terbesar dan 

sumber utama pendanaan bagi kabupaten/kota (Widiyanto3, Aji, dan Primastiwi 

2023). Agar suatu negara dapat mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran 

sosialnya, pajak sangatlah penting (Hadian dan Ernandi 2022). Selain menjadi 

sarana untuk memaksakan keterlibatan aktif individu melalui undang-undang yang 

bersifat memaksa, pajak membantu mendanai pengeluaran pemerintah (Wahyu 

2023). Setiap provinsi, kabupaten, dan kota berhak atas otonomi untuk mengatur 

serta mengawasi urusan dan kepentingannya sendiri (Moonti 2017). Pajak dan 

retribusi daerah merupakan kontribusi terbesar dalam sumber pendapatan, yang 

mencakup semua dana yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber ekonomi 

(Sarundayang, Karamoy, dan Lambey 2018). Menurut (Mardiasmo, 2016), 

Menurut undang-undang, pajak daerah harus dibayarkan oleh orang atau badan 

usaha yang sah kepada daerah maka, pajak tersebut digunakan untuk kepentingan 
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daerah secara keseluruhan dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan 

keuntungan langsung. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya 

maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan 

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia pada Periode Sebelum 

dan Selama COVID-19”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini meneliti: 

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah pada periode sebelum 

dan sealama COVID-19? 

2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi daerah pada periode 

sebelum dan sealama COVID-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi 

COVID-19. 

2. Menguji perbedaan penerimaan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi 

COVID-19. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Diharapkan bahwa peneliti mengenai dampak pajak dan retribusi daerah pada 

fenomena sebelum dan selama pandemi COVID-19 dapat meningkatkan 

pemahaman dan pengembangan kebijakan keuangan daerah. Penelitian ini juga 
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memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengelola keuangan 

daerah di tengah situasi krisis seperti pandemi. Berikut adalah beberapa manfaat 

dari penelitian ini: 

1) Diharapkan dapat menambah literatur tentang pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi 

COVID-19. 

2) Melalui analisis tentang perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah 

sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 menjadi 

pelajaran, pengalaman, dan pertimbangan dalam penanganan pajak 

selama pandemi yang membuat perekonomian tidak stabil. 

3) Menambah informasi terhadap masyarakat tentang kondisi perpajakan 

daerah selama pandemi COVID-19. Bagi pihak lain, khususnya para 

peneliti yang akan datang, hasilnya diharapkan dapat menjadi sumber 

literatur untuk penelitian lebih lanjut tentang akuntansi sektor publik. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan 

strategi yang lebih baik dalam menghadapi situasi serupa di masa depan (Zulmarni 

dan Yuliarti 2023). 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Peneliti melakukan pembatasan masalah pada: 

1) Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian ini tidak akan membahas faktor lain 

yang mungkin mempengaruhi pendapatan asli daerah, tetapi akan 

berkonsentrasi pada pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi 

COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. 
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2) Sumber Data: Peneliti menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah 

terkait pajak daerah dan retribusi daerah. 

3) Metode Penelitian: Penelitian ini akan melihat bagaimana pajak daerah dan 

retribusi daerah berdampak ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 

sebelum dan selama pandemi. Ini akan dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistik deskriptif, analisis grafik dan melakukan uji beda 

(independent sample t-test). 

4) Waktu Penelitian: Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu 

tertentu, yaitu antara 3 tahun terakhir 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pajak provinsi di Indonesia selama pandemi COVID-19 justru menurun pada 

tahun 2020, tidak seperti pada tahun 2018 yang justru meningkat tajam kecuali, 

pajak rokok yang menunjukkan tren positif dari tahun 2018 hingga 2020. Sementara 

itu, pajak kabupaten dan kota di Indonesia justru menurun pada tahun 2020, setelah 

sempat meningkat pada tahun 2019. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan 

oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sejumlah sektor ekonomi. Namun, jika 

dibandingkan dengan pajak lainnya, ppj psbw menunjukkan tren yang lebih baik. 

 

5.2 Saran 

Saran dari peneliti yaitu: 

1. Untuk tujuan memberikan informasi kepada pembaca dan pengelola laporan 

keuangan daerah dapat terus memberikan pembaruan situs web. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel 5 periode dalam penelitian 

untuk memeriksa masalah terkait isu sebelum, selama, dan setelah COVID-19. 
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